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PUTUSAN
Nomor 43/Pdt.G/2017/PA Msh.

ez Al ozl alll o

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas

perkara Cerai Gugat antara:

I - di Waihatu, 05-12-1992, agama Islam, pendidikan

terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat
tinggal di Desa |, Kecamatan [l  Kabupaten

Seram Bagian Barat, sebagai

Penggugat;
melawan
I i i Ngawi, 05-10-1983, agama Islam, pendidikan
terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Desa

B Kccamatan . Kabupaten Seram Bagian

Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti yang diajukan
Penggugat di persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14
Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor
43/Pdt.G/2016/PA Msh., 15 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana bukti
berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/15A/11/2015,
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tertanggal 20 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kantor Uru*
(KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagai suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat (Waihatu), sampai
terjadinya perpisahan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri
(ba’da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki yang bernama
Maulana Aifarisi, lahir di Waihatu, 28 Mei 2016;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis
namun pada akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering
mengalami perselisihan dan percekcokan yang dipicu oleh hal-hal sebagai
berikut:

4.1. Tergugat suka mabuk-mabukan;
4.2. Tergugat tidak sependapat lagi dengan yang diharapkan oleh Penggugat;
4.4. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

5. Bahwa selama berpisah sejak Agustus 2016, Penggugat tidak lagi memberikan
nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak
Penggugat dan Tergugat namun permasalahannya tersebut tidak terselesaikan
sampai sekarang;

7. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan
batin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (I GGcNIEzNGGEGEGEGEGEG)
terhadap Penggugat (G :

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:
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Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adi
quo et bo no).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan
tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas
panggilan Nomor: 43/Pdt.G/2017/PA Msh. tanggal 16 Maret 2017, Tergugat telah
dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak temyata ketidakhadirnya itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI serta pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di
persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menasehati
Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan
Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya,
selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksud gugatannya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/115A/11/2015, tertanggal 20 Juli 2015,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wabhai, Kabupaten

Seram Bagian Barat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. . - -t dan tanggal lahir, Seram, 21 Mei 1967, agama
Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Waihatu, Kecamatan
Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, telah memberikan keterangan di
bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat
sedangkan Tergugat menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi,

dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis
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namun pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan
tidak mulai harmonis karena sering terjadi perselisihan dan

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Agustus 2016 sampai sekarang;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras
hingga mabuk dan dalam masalah rumah tangga Tergugat tidak mau
menerima pendapat Penggugat, dan juga suka mengeluarkan kata-kata
kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat
dan Tergugat dan juga pemah melihat Tergugat pulang ke rumah dalam
keadaan mabuk;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat
tidak ada nafkah dari Tergugat dan tidak pernah mengunjungi Penggugat
maupun anak dan juga tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat
dan Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pihak
keluarga saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat akan
tetapi tidak berhasil;

2. . -hir di \Waihatu, 10 Agustus 1984, agama lIslam,
pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu,
Kabupaten Seram bagian Barat, telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat
sedangkan Tergugat ipar saksi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua saksi, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah
sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan apabila
Penggugat memberikan pendapat yang berhubungan dengan masalah
rumah tangga Tergugat tidak mau menerima pendapat Penggugat, dan
Tergugat juga suka mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga
pernah melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan
saksi sering menasehati Tergugat tetapi tidak didengar nasehat saksi;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat
tidak ada nafkah dari Tergugat dan tidak pernah mengunjungi Penggugat
maupun anak dan juga tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat
dan Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pihak
keluarga saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya dan
menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon
putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah
Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara perkara ini, yang untuk selanjutnya

dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat ti(
datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan
hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan,
maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan
mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat yang dibuat
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi Nomor: 43/Pdt.G/2017/PA Msh.,
tanggal 16 Maret 2016 dan relaas panggilan tersebut disampaikan meialui Kepala
Desa Waihatu, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan
secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
perkara ini dapat diputus tanpa hadimya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan
sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1)
dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI, serta Pasal 3 ayat
(1) PERMA No 1 Tahun 2016 Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya
secara maksimal menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan
niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis
telah membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak
menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini
menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (Lex Spesialis), sebagaimana
ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan
dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami
istri sah sebagaimana pada dalil poin 1.
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Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya PenggugaJ” telah
mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada” duduk
perkaranya.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh
pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2
ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah
dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah tegadinya pemikahan
antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti secara hukum bahwa
Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya
memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat
mengenai pokok gugatan Penggugat, tersebut di atas adalah fakta yang dilihat,
didengar,dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti
terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan
dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi kesatu dan saksi kedua
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Pengguga dan pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak-anak

tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
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' %ﬂggeﬁgﬂﬁgaég[a%ane%%ﬁfgat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan
- E@Ihk\g@m%?‘r_selisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan

UM NARISKIR, MR IRkER Thukire - RS S5 "HdaK " @alaR' 88Rgah AtljdaR

perﬁ%ﬁ%ﬁe%%‘aiq%?kandung dalam Al-quran surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi
sebagaMlS’é\jmang’ bahwa fakta hukum tersebut tidak sejalan dengan tujuan

aéggahdapat

perkawlnar&)yangJterkar}q,’qqng dalam Pﬁ]a%ﬁn surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi

XAJ

sebagai berikut:

iy 8 O a9 53 90 aSin Ja g Wol) 1 538l L g 3f pSadl] (a a1 (3lA O “Adbp (ag

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung b‘é’ﬁ mérasa

tente/aM kebadaRa? B8R GiadRAANH Hrantar4RTrAEa WasiA'ain 44, dig e iakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijjadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Sesunggulimya paglday arag gedwikianatu Benaebenaecterddpat tardatanda-tanda bagi 7
kaumyangobediikitl . ~ o
. Menimbang, hatwa faktt HukumtéesebotjygaaidakisejejaiadergaremanRasald
Pahadang-Undang NordafahuRd 974 téatiang Pepkawiteam abghweepeskamwdman bahwa
bertujuanamtokrnembentuk keluangae(mturahaangga yangbahagigaarykekabahagia
berdasatkare Kieteheaan Reing Matra \Esa) daarhBdsad: Bdcontpilasi BlulamplslamHukum
hahwatperkawirahdertujusreuniue mewtjudkasvwkehithipanehidap danggasfarigngga
sakinais kinawaddaly sanaahmah;drahin tidak dapatdivigpdkanlagidedamagmatiam
tangga Eenggugahdanderaugatergugat.

Menimbang, bahwe dalam Ywigspudensii Mahkamah Agung Rl Nomar:
237.KIAG/1998 tanggall 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa
sepasang suami isteri yang telah eekeok satu sama lain, keduanya sudah hidup
berpisah, tigtak<aghhidup pessamardalamesatedempankediamanbersameasdamnister
RuBri fidaktideeniai-nmenesHskankke hidkppabesumatatiangga adengam suaminya
sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagaii suaty fakta yang telah
meneukupi dam sesuaidengamalasen pereeraiann.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat
sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi
yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Agustus 2046 sampai sekarang dan tidak pernah lagi kembali rukun
sebagaii pasangam suami istr, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan
tersebut telpim sesiaii Pasal | 1ohwindf (2 daarhundt (rPeeatitian Pemerntat Nomard
Fahun k975730, Basalskl6 hamfi@) dgniburuf ) Kompilasi Bukumdstamsam.

Menimbang, haiwasarahils fakia:faktadersebyt gigesiadiamidenga dalihsyari
datamddtaGhayatuh Manamik Syarh) alsMajch yangdeammyizrbunyi:

EHUIHTR S 37 PRI R ENITE 13 74 P T

AriiRya: “Bi wakiu si istr sudah memynsak kebeneiannya terhadap suaminya,

maka hakim diperkenantammenatuken-alakisaliy atas SUaainyda
Ban dalam kitab Figh alrSunnah;-

Bk, et ooy B8 3 SRR g ) dy ol ) Laiges a3 139
Al BRI g 9o o W) Legllial (8,21 155 das

Hal. 3 37 2Rn NRu B B @M sk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berda| bukti
yang/tiajian Oierhde @ agriaaanlrpéaghienmsaipn-akias s aehbers
tatip Herdhamngiup Blsamoselaniiga sdaangki@nya pengakuan suan
fidalaser hasinarifidalrakatian drekta aakhifakineheAteraikaH s taRit$adAgan ta
tidakpberhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan
talak m8himBang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan
Pengdvigat telsinmenieruhiaP abard 9smukiafn(a) pzmimban gi PeeilirahargasrintarsRbub
Takuatare PejogPagat 1eEhuroeapoahihurasd) Kontpias (ikdanidamitdsuilqretupir
Pasakgoatapat (49.d@nT@hwndehgsUjmaRgaNonicb1 iandn(ad Haterangf FErkKannanao
Plagairzol feratsesirémetimakkNoater SPahvat1d)s)akhRbmangdlgaancebliggogat
dapatnlil&idkéentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahuvéiriharigh baeaasébayaimarta Fetguugat Ragant tibadydkan) dan (2) huruf ¢
KomphéshiFbang, | Slahwm sielis gearimnanbajaotikan Raarl S48 agah (dhgla (Forbugat
terkadapiirehdduleirddalasihddajsireddgtigat hemariu RE@ntlalnlddahu (et ®IHgalH
Jevagaifalv ket Ee PasHOEs Tayat ez RdiiP I dioayaah Desia ki SetrikuAnsidsah
(waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4)
KompilMaritnbang | daimva berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
TentandVIPeimtian dzahay antzked sssararek awidi8Vidjetiangaking pag N m@ne Antaikan
patferacPéagadiRaragdam Masohbuntokkaeagitaikaresalién/puldsanlice faakime geatal
PenparanNiksAiMandaranggugadian Tégags BérenipatifigyandaikEpada FeyEiadl
Petissrat NikamdateMpaeaperkalifaraken dyiigd ddinmergugdedieiiggahgkan Tergugat
bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
Penggiyerticibanterbabwad kareyeumpeikkera a quo masuk bidang perkawinan, maka
berdasarkanrRasalg8 apaty Havadamedaiang Hlomoras TaHid 2198 P Fehtavig @eratian
Beaaaanaka Blagap&kanyharils dibetankab képada Rengyugatlahun 1989 Tentang
Peradilsenfgingat peraliar dnaperpedeaunaangdib elaankaid e frada i eyarm i detkaitan
denganierigirsgat. peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang
berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipdiggilGédaiaresmi dan patut untuk menghadap
1. NaeysittdaganTadgkdativang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
2. Mengabulkan gugateniRenggugdbksesdia verstek;
2

. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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3. Menjatuhkan talak sattutizeimshiugradiérgugat(SGharmo bibiDabmor¥uiyona)io)
kepada Pengguggit (Sitii Niunlinddaliinti LiacHablo)y);

4. Memerintahkam PEaiteiar & e Rgaditan| Ayarmaavasohiasttok mehgirimiargsatihan
patinsan poiugang itelatangerkekbatasrkbukanntetapukepadapPegandd Pencateat
RNikatekantokairusam dgaha déecangatam Kéiradumnyang mewilayaldrngmpatviaggal
tlanptenmipaty pedkawinap Rerggugat ataPcfergugat dilantsungketndilntals .dicatat
dalaindiafiart yangrdisediakganmtdikdttiakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemggugai tunttkknnesnbayaa bizsyap ek inirsejamtaah
Rp. 391.000,- (tiga ratus semiilam puiidhsaturitbourapab)y);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Masahii pada hari Rabu tanggall 22 April 2017 Masehii

bertepatan dengan tanggall 23 Jumadilakhiir 1433 H, oleln kami Dra. Hj. Nurhayati

Latuconsina, sebaggi Hakin Ketua Majelis serta Burhanudim Menilett, S Ag dam Sitii

Zainab Pelupessy, S.Hi., M.H., sebagrii Hakim Anggotes dam pada haii itw juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

dihadiri oleh Hakim Anggeta tersebut di atas dan Abd. Halim Tuasikal. S.HI.,
sebagai Panitera Pengganttisesteadinasliii-Fenggygattanpphadisnysd ergugatat.

Hakim Anggota |, %T‘E’IRAII b 43 Majelis
I g&fﬁs >
- f_;’ 3 8y 4 []
@‘00 AN
En RIBURUPIAH

Burhanudin Manilet, S.Ag " Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Hakim Anggotes I,

Paniteka Pengganti,

Hal: 11 davii 12 Rt NQo43/Ret B 20T /PAMS W sh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Rincian Biaya Perkana:

- 11. Biaya Pendaftaran ©: RRp  30.000,-
2. Biaya Proses .. RRp  50.000.-
33. Biaya Panggilan .. RRp 300.000,-
44, Biaya Redaksi o RRp 5.000,-
55, Biaya Materaii . RRp 6.000,-

Jumliah : RRp 391.000,-

N Hal. 12 darii 122Pditt Nt o4 3/B 6B /202 Z/PAMSs M sh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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